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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan

Mengingat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertib,
efektif dan akuntabel, perlu menetapkan Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan.dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2022;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
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2. Undang-Undang' Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) |
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negaré Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950; ’

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781).

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Nomor 8)
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
Perda Kabupaten Pemalang

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Pemalang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pemalang.

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola
keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
berkedudukan sebagai SKPKD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah ‘'yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.
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Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Pemalang.

Pcjabat Pengelola Kcuangan Daerah vang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyvai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah vang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
Pengguna Anggaran yang seclanjutnya disingkat PA adalah
pejabat  pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam mclaksanakan scbagiaﬁ tugas dan
fungsi SKPD.

Pcjabat Penatausahaan Kcuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah
pejabat vang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya
disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada PPKD.

Pejabat Pelaksana Tcknis Kegiatan yang seclanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu

Program sesuai dengan bidang tugasnya.
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Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Pembantu Bendahara Penerimaan adalah Pelaksana
Aparatur Sipil Negara yang diusulkan dan ditetapkan oleh
Kepala SKPD yang bertugas untuk membantu kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas Bendahara Penerimaan SKPD
yang tidak mempunyai kewenangan yang sama dengan
Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan
Pembantu SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pelaksana
Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk membantu
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bendahara
Pengeluaran SKPD yang tidak mempunyai kewenangan
yang sama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD
atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna
Anggaran.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang
ditetapkan.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran
atas pelaksanaan APBD.

SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat

dilakukan dengan pembayaran langsung.
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SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pen}geluaran untuk ‘vpermintaan pengganti uang persediaan
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.

SPP-Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya atau data dukung resmi lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan,
dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK-SKPD.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas beban APBD. |

Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis
Badan yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah
unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan
untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat‘ Plt adalah
Pelaksana tugas Kepala SKPD/Unit Kerja, termasuk
didalamnya Kepala UPTD/UPTB dan Kepala Sekolah.
Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah
Pelaksanaharian Kepala SKPD/Unit Kerja, termasuk
didalamnya Kepala UPTD/UPTB dan Kepala Sekolah.
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BLUD :rnerupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

yang di kelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pejaba:t- pengelola BLUD  bertanggungjawab  atas
pelaksanaan  kebijakan  fleksibilitas BLUD dalam
pembefian Kegiatan pelayanan umum terutama pada
aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan‘v
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk -
menerapkan praktevk-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka  memajukan kesejahteraan  umum  dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecﬁalian
dari ketentuan pengeldlaan keuangan daerah pada
umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan
keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang
dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam
bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas
dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang
tidak perlu dibayar kembali.

Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening
kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh BLUD.

Biaya BLUD adalah sejumlah pengeluaran yang
mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh
barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan

‘uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank

umum  untuk menampung  seluruh  penerimaan

pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
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49. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya |
disingkat RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis
dan penganggaran tahunan yang berisi program, kégiatan,
standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran
BLUD.

50. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
yang selanjutnya disebut SP3B adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran kepada BUD untuk
mengesahkan/ membukukan pendapatan  dan/atau
belanja yang sumber dananya berasal dari pendapatan
yang digunakan langsung. |

51. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya
disebut SPTJM BLUD adalah pernyataan tanggungjawab
yang dibuat PA/Pemimpin BLUD atas pendapatan
dan/atau belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari
pendapatan yang digunakan langsung.

52. Surat Pengesahah Pendapatan dan Belanja yang
selanjutnya disebut SP2B adalah surat yang diterbitkan
oleh BPKAD selaku BUD untuk mengesahkan pembukuan
pendapatan dan/atau belanja berdasarkan SP3B.

53. Tanda bukti pcvx}lgeluaran adalah dokumen bukti
pengeluaran dan pembebanannya ke rekening belanja
APBD yang diotorisasi bendahara pengeluaran/bendahara

pengeluaran pembantu dan PPTK.

Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan APBD pada Peraturan Bupati ini meliputi
ketentuan tentang: }}
a. Pengelola Keuangan Daerah;
b. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD; dan
c. Badan Layanan Umum Daerah.
Uraian pedoman pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati

ini, terdiri dari :
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a. Lampiran : Pengelola Keuangan Daerah;
b. Lampiran II : Pergeseran APBD;
c. Lampiran III : Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD; dan
d. Lampiran IV : Badan Layanan Umum Daerah.
(3) Pedoman pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI PEMALANG,
cap
ttd
MUKTI AGUNG WIBOWO
Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
cap
ttd
MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

:L______\\
—_—

SUBYAKTO, SH, MSi
Peitrbima Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pemegang Kekuasaan Pengeloaan Keuangan Daerah adalah

Bupati.

2. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan

daerah yang dipisahkan.

3. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai

kewenangan:

a‘

menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk

dibahas bersama;

. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan  APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;

menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak
terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan
oleh Daerah dan/atau masyarakat;

menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

menetapkan KPA;

menetapkan  Bendahara Penerimaan dan  Bendahara
Pengeluaran;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan

Utang dan Piutang Daerah;
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j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
Utang dan Plutang Daerah; o , , v

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengu_]lan atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran, '

l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan '

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan

4. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaltu paling
sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara
pengeluaran pembantu, bendahara banfuan operasional sekolah,
bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus
dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan
perundang-undangan. | | _

5. Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian
atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengaWasan‘Keuangan Daerah kepada
Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem
pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan
kewenangan antara yang m,em‘erintahka‘n, mengiin, dan menerima
atau mengeluarkan uang. Pelimpahan 'kekuasaan ‘ditetapkan

dengan kep'ut_u‘san Bupati.

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah mempu_nyal tugas:

a. koordinasi dalarn pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan ranbcangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; ' ‘ | |

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan; dan
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f. memimpin TAPD.

2. Koordinasi dalam pehgelolaan keuangan daerah paling sedikit
meliputi: | | _

é. koordinasi cialam penyusunan sistem dan prosedur pehgelolaan '
~ keuangan daerah; L : | | |

b. koordinasi dalam penyusunain kebijakan akuntansi pemerintah
daerah; | | v

c. koordinasi dalam penyusunan laLporan keuangan pemerintah
daerah. _

3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan
terkait dengaﬁ peran dan fungSi “sekretaris daerah membantu
Bupati dalam vrnényuSun kebijakan“ dan mengoordinasikan
penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan daerah  termasuk

Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah; | o |
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c. melaksanakan pemungutan‘}_pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Perdé; - o |
d. melaksanakan fungsi BUD; dan |
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang—undangan. |
2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya ‘selaku BUD berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD;
C. melakukan;pengendalia‘n pelaksanaan APBD;
memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;
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g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan

atas nama pemerintah daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j- melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

a. mengelola investasi;

b. menetapkan anggaran kas;

c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

d. membuka rekening Kas umum daerah;

e. membuka rékening penerimaan;

f. membuka rekening pengeluaran; dan

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal kéwenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan
dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan
pajak daerah. |

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari
investasi terse‘but.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

D. KUASA BUD

1.

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;
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d. memantau. pelaksanaan penerimaan dan pengeluafan APBD
oleh be/mk'\dan/ atau lembaga keuangan Iainnya yang telah
ditunjuk; |

e. mengusahékan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah; | |

g. melaksanakan penempatan | ﬁang - daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi; v

h. melakukan pembayaran berdaSarkan perintah PA/KPA atas
Beban APBD; ’ | o | '

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
pemerintahl daerah;

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah yang
dikelola BPKAD; dan

k. melakukan penagihan piutang daerah pada BPKAD.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai }tugas:

a. menyiapkah anggaran kas dilakukan dengan mehghimpun
dan ’mengu:]'i anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk
ditetapkan oleh BUD;

b. Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam
mengelola piutang menatausahakan bpenyisihan' dana bergulir
yang tidak tertagih atas investéisi; |

c. menyiapkan dokumen = pengesahan dan  pencatatan
penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

Kuasa BUD beftanggung jawab kepada PPKD selaku BUD

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)

Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertifnbangan besaran

jumlah vang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang

kendali. | |

Pertimbangan atas besaran junilah ‘uang yang dikelola, beban

kerja, lokasi, dan/atau rentang ke'n‘dali' yang Kkriterianya

ditetapkan Bupati.

E. PENGGUNA ANGGARAN

1.

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;
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melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan /atau pengeluaran pembiayaan;
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran; | R

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kérja sama dengan pihak lain
dalam batas énggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM; |

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya; | |
mengawasi?p"elaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; | |
menetapkan ‘pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan |
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya,

meliputi:

a.

b
c.
d

menyusun anggarén kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; |
menyusun dokumen permintaan pengesahah pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan péngeluaran daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD

melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan

'Pengeluaran Daerah tersebut; dan

menyusun dan menyampaiké.n laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai

wewenang, meliputi:
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a. menandatangani do‘ku'men' - permintaan pengesahan
pendapataﬁ ‘dan belanja atas penerimaan dan peng‘eluaran,}
daerah sesuai ketentuan peraturan perﬁndang-undahgan;

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD); . | -

C. menandatahgani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
menetapkah pejabat lainnya bdalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan  Pembantu  Bendahara
Pengeluaran Pembaﬁtu sesual  ketentuan = peraturan
perundang;uﬁdangan; , . ”

4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan
wewenang melaksariakan pemungutan  pajak  daerah, PA
melaksanakan -‘pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. |

5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang
ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain
sebagai akibat: |
a. pekerjaan yang telah selesai péda tahun anggaran sebelumnya;
b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada

penyedia barang/jasa »rnehjrelesaikan pekerjaan sehirigga
melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuaté.n
hukum tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD ‘setiap tahun sampai dengan
selesainya | kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. | , ‘

7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
a. perjanjian atau perikatan; |
b. berdasarkah ketentuan peraturah perundang-undangan;

c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap; dan
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d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan
jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat
melimpahkan kepada Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah

sebagai KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1.

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala
Unit SKPD/Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Pejabat
Fungsional Ahli Madya (Koordinator) selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).

Pelimpahan kewenangan .berdasarkan pertimbangan besaran

anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pertimbangan besaran anggaran yang dilaksanakan oleh PPKD.

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap

SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis

Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- uhdangan.

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas

usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewénangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang meﬁgakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
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e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya; dan ‘

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya

memungut pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sébagian kewenangannya kepada

kepala unit SKPD sebagai KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan

SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,

KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap' sebagai Péjabat Pembuat Komitmen dapat

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat wunit organisasi bersifat khusus, KPA

mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpibnnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit

organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;




http:\\jdih.pemalangkab.go.id -

- -20 -

k. mengawasi pelaksanadn a‘ng_garari ‘pada unit ;organisasi
bersifat khusus yahg dipimpiﬁnya; | ’

. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkah pejabat lainnya dalam unit Orgariisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan | | | |

n. melaksanakan tugas lainnya 'sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

13.Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk
mengambilv alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah
diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. |

G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1.

PA dalam rnélaksanakan kegiatan/sub kegiatan menétapkan'

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. |

PPTK bertugas‘membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugas PPTK dalam mezhbantu tugas dan wewenang PA/ KPA

meliputi: '

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; | '

b. menyiapkan dokurneh ‘dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas Beban 'pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
dan » o

c. menyiapkan “dokumen pengadaan  barang/jasa  pada
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD /Unit SKPD sesuai ketentuan
peraturan ;per'undang-undan}gan yang mengatur " mengenai
pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaari Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan; dan ’

c. melaporkan  perkembangan pelaksanaan  Kegiatan/Sub
kegiatan kepada PA J/KPA. | |
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Tugas rnenyiapkan- dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan;

b. menyiapkan dokurneh administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang- undangan; dan

¢. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab

kepada PA. | |

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung

jawab kepada KPA. ,

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat

yang dilaksanakan oleh PPTK.

PA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan

SKPD/Unit SKPD.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,

besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi,

rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang
kriterianya ditetapkan Bupati. |

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas

dan fungsi.

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan

pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau

memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai

ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah

KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural, PA dapat menétapkan pejabat fungsional (koordinator/

sub koordinator) pada unitnya selaku PPTK.
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H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

1.

PA menetapkan ASN pejabat struktural satu tingkat di atas/ setara
PPTK selaku PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD

Pada BPKAD selaku SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di
SKPKD

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan
wewenang BLUD

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang
bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi
daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk

meneliti kelengkapan dan keabsahan.
Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK
SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari
bendahara penerimaan; dan

¢. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas

membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas

penatausahaan keuangan SKPD.
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BENDAHARA

1.

Bendahara Penerimaan

a.

Bupati menetapkan  Bendahara ~ Penerimaan  untuk

melaksanakan  tugas  kebendaharaan  dalam  rangka

pelaksanaan anggaran 'pendapatan pada SKPD dan SKPKD

atas usul PPKD selaku BUD v

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang

menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum

daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

pendapatan daerah yang diterimanya.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan

memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD,;

2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

3) meneliti kesesuaian- antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan

Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan

oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan

wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan

Bupati.

Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling

sedikit meliputi:

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah
pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;
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3) melakukan verifikasi dan rekonsiliast dengan Bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan,;

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PA. |

j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PPKD selaku BUD.

l. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
pendapatan daerah.

n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Bendahara Penerimaan.

p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan

disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.
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2. Bendahara Pengeluaran

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran
kepada Bupati. A

b. Bupati menetapkan Bendahara = Pengeluaran  untuk
melaksanakan  tugas  kebendaharaan  dalam  rangka
pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran}nemiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP
UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,;

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan
Bupati;
2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian  belanja  akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada
SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA,

Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran

Pembantu.
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f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas
pertimbangan:

1) besaran anggaran;
2} rentang kendali dan/atau lokasi; dan
g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan

wewenang meliputi:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU
dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU
yang dikelolanya;

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban
secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara
periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran
pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Bupati;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen f{isik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belanja  akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi

bersifat khusus.
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j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas
dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara Pengeluarén Pembantu secara administratif
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan
fungsional.

m. Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan
disampaikan kepada PA.

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PPKD selaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat Ilaporan pertanggungjawaban
secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan,
dan penjualan jasa;
2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan

dan/atau penjualan jasa;
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3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun
tidak langsung; dan

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Khusus. -

. Larangan bagi Bendahara Penc¢rimaan, Bendahara Penerimaan

Pembantu, Bendahara  Pengeluaran dan  Bendahara

Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub

kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan

langsung dengan pelaksanaan APBD.

Dalam hal bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran

pembantu SKPD berhalangan:

Jangka Waktu

Ketentuan

4 s.d 30 hari

Bendahara pengeluaran/pengeluaran
pembantu SKPD memberikan surat kuasa
kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan pembayaran dan tugas-tugas
bendahara pengeluaran atas tanggungjawab
bendahara/bendahara pengeluaran pembantu
dengan diketahui kepala SKPD

31 s.d 90 hari

Kepala SKPD menunjuk pejabat bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu SKPD dan diadakan berita acara

serah terima

Lebih dari 90

hari

Yang bersangkutan dianggap telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan
sebagai bendahara pengecluaran/bendahara
pengeluaran pembantu SKPD. 'Selanjutnya
Kepala ~ SKPD segera mengusulkan
penggantinya

w. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam melaksanakan fungsinya PPKD mengusulkan penetapan
Bendahara Pengeluaran PPKD untuk melaksanakan tugas dan
wewenang bendahara pengeluaran pada Belanja dan

Pengeluaran Pembiayaan yang dilaksanakan oleh PPKD.
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Bendahara Pengeluaran_l PPKD ditetapkan dengan Keputusan
Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan  mempertanggungjawabkan uang
keperluan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Beianja Bagi Hasil,
Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada SKPKD.

x. Bendahara Pengeluaran BLUD

1) Bendahara Pengeluaran BLUD mencatat pengeluaran pada
buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada
Direktur RSUD dr. M. Ashari dengan melampirkan bukti-
bukti pengeluaran yang sah paling lambat pada tanggal 5
bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Direktur RSUD
dr. M. Ashari.

2) Berdasarkan buku kas, Bendahara Pengeluaran BLUD
menyusun laporan realisasi pendapatan kepada Direktur
RSUD dr. M Ashari, selanjutnya Direktur RSUD dr. M Ashari
menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat
pernyataan tanggung jawab Direktur RSUD dr. M Ashari
setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat
pada tanggal 10 bulan berikutnya.

3) Berdasarkan  laporan  realisasi  pengeluaran  dan
diintegrasikan dengan laporan penerimaan BLUD, Kepala
Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dibuat
Direktur RSUD dr. M Ashari dengan diketahui Kepala Dinas
Kesehatan setiap bulan kepada kepala BPKAD Kabupaten
Pemalang untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan
dan Belanja (SP2B) oleh Kepala BPKAD selaku BUD. SP2B
dilampiri Laporan Realisasi Pengeluaran BLUD dan Laporan
Realisasi Penerimaan BLUD yang disusun oleh Direktur
RSUD dr. M Ashari dan diketahui Kepala Dinas Keschatan
dan Kepala BPKAD.

4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan
BPKAD selaku BUD melakukan pembukuan atas
pendapatan dan belanja Kepala RSUD dr. M Ashari SP2B,
dengan 'mempedomani ketentuan peraturan perundang-

undangan.



http:\\jdih.pemalangkab.go.id/

-30 -

y. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1)

2)

3)

4)

Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan
belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan
kepada Kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti
pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada
tanggal S bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala
Puskesmas.

Berdasarkan buku kas, Bendahara Dana Kapitasi JKN
menyusun laporan- realisasi pendapatan dan belanja
Puskesmas, selanjutnya Kepala Puskesmas menyampaikan
laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan
tanggung jawab Kepala Puskesmas setiap bulan kepada
Kepala Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10
bulan berikutnya.

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja
Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan
Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
(SP3B) Puskesmas setiap bulan kepada kepala BPKAD
Kabupaten Pemalang untuk penerbitan Surat Pengesahan
Pendapatan dan Belanja (SP2B) Puskesmas oleh Kepala
BPKAD selaku BUD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan
BPKAD selaku BUD melakukan pembukuan atas
pendapatan dan belanja Puskesmas sesuai SP2B, dengan

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

z. Bendahara Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS)

1)

2)

Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri
mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada Buku
Kas Umum beserta Buku Kas Pembantu Bank, Buku
Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Objek
Belanja pada Bendahara Dana BOS.

Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri
menyampaikan realisasi penerimaan dan realisasi belanja
setiap bulan kepada Kepala Satuan Pendidikan, dengan
melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah,
paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya, untuk

pengesahan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
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3) Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas
Pembantu, Bendahara Dana BOS menyusun Laporan
Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS masing-
masing Satuan Pendidikan Negeri setiap semester.

4) Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Realisasi Belanja Dana BOS kepada Kepala
Satuan Pendidikan Negeri, untuk selanjutnya disampaikan
kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan
rekonsiliasi pada setiap semester paling lama tanggal 10
bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan
berakhir.

5) Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Realisasi
Belanja Dana BOS dilampiri Rekening Koran Dana BOS
Satuan Pendidikan Negeri dari Bank, Surat Pernyataan
Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana BOS oleh Kepala
Satuan Pendidikan Negeri, Suraf Pernyataan
Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Dana BOS oleh Kepala
Satuan Pendidikan Negeri dan Rekapitulasi Pembelian
Barang/Aset dari Dana BOS.

6) PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi
pendapatan berdasarkan SPTMH dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan

7) Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS dari
Kepala Satuan Pendidikan Negeri, Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan menyampaikan Surat Permintaan
Pengesahan Belanja (SP2B) kepada PPKD selaku BUD yang
dilampiri Rekapitulasi Rincian Penerimaan dan Belanja per
Satuan Pendidikan Negeri.

8) Berdasarkan SP2B Satuan Pendidikan Negeri, PPKD selaku
BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Satuan
Pendidikan Negeri.

9) Berdasarkan dokumen SPB, PPK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan melakukan pencatatan atas belanja Dana BOS
Satuan Pendidikan Negeri, dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan
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J. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

1.

Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD
yang dipi mpin oleh Sekretaris Daerah.

. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD,

dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.

TAPD mempunyai tugas:

a.
b.

membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah,;

menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahan KUA;

menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;

melakukan verifikasi RKA-SKPD;

membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban APBD;

membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban APBD;

melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan
perubahan DPA-SKPD;

menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman
penyusunan RKA; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi

sesuai dengan kebutuhan.

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd
MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKY'O, SH, MSi
bina fingkat I

NIP, 1965 199203 1 006
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
1. Ketentuan Umum |

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan
antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau
sub rincian objek. Pergeseran ariggaran terdiri atas pergeseran anggaran
yang menycbabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang
tidak menyebabkan perubahan APBD. |

a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:

1) Pergeseran antar organisasi;

2) Pergeseran antar unit organisasi;
3} Pergeseran antar program;

4) Pergeseran antar kegiatan,

5) Pergeseran antar sub kegiatan;
6) Pergeseran antar kelompok;

7) Pergeseran antar jenis

b. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

c. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD
melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung
dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan
setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran

d. Perg’éseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yaitu:

1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini

h

dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
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2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
4) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan
atas persetujuan Pengguna Anggaran.
e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, nieliputi:
1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek
dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam
rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD
untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati
tentang perubahan penjabaran APBD; atau

2) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan melalui
penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan
tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD dan/atau
perubahan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD.
Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dikecualikan untuk
uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal.

f. Pergeseran yang dilakukan sebelum perubahan APBD ditampung
dan ditetapkan dalam perubahan Perda tentang APBD dalam hal
melakukan perubahan APBD atau dilaporkan dalam laporan
realisasi anggaran dalam hal tidak melakukan perubahan Perda
tentang APBD

g. Pergeseran yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan
dalam laporan realisasi anggaran

h. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan
DPA-SKPD diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan
situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan, dengan
menyertakan dokumen :

1) Surat permohonan pergeseran anggaran kepada Ketua TAPD;
2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala SKPD;
3) Rancangan RKA Pergeseran.
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b. Atas usulan tersebut :

1)

2)

3)

TAPD melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap SKPD yang
melakukan pergeseran anggaran;

TAPD memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak
merubah Perda APBD; dan

TAPD menyusun perubahan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati
tentang perubahan penjabaran APBD untuk pergeseran antar
objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek
yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek

yang sama.

c. Kepala SKPD menyiapkan Perubahan DPA SKPD sebagai dasar

pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut
disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd.
MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKTO, SH, MSi
binja Tingkat [
NIP. 19650218 199203 1 006
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4. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain
dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah
tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. |

6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

7. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas
Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam
APBD.

8. Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan
pertanggungjawaban;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran
pembantu;

g. Bendahara Khusus; dan

h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

9. Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan

APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH
1. Pembukaan RKUD
a. Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk dan
menetapkan bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD.
Bank umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang

aman/sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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LAMPIRAN III .
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A. KERANGKA UMUM

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses

proses sebagai berikut:

S i A S o

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris
Penyiapan DPA-SKPD

Anggaran Kas dan SPD

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan

keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan
dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah
yang dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah,
BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah
dan Pengeluaran Daerah tersebut berdasar permohonan dari PA.
PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan
orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan
daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan
kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas
Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang

bersangkutan.
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b. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan
Kas Umum Daerah, Bupati juga harus mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut:

1} Reputasi Bank
Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik.
Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan
nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.

2) Pelayanan Bank
Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik
dan memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan
kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi.
Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat
melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan
dan penyétoran pajak, dan lain-lain.

3} Manfaat
Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan
pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan

dan/ atau pélayanan masyarakat.

c. Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD
selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan.
PKS paling sedikit memuat:

1} jenis pelayanan yang diterima;

2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;

3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;

4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;

5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan,;

6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
7) kewajiban menyampaikan laporan; dan

8) tata cara penyelesaian perselisihan.

d. Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas
Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

e. Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa
giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan
pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro
yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya

yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain-
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lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya
sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank
didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang

bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah.

2. Pembukaan Rekening Operasional

a.

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan

dan rekenihg pengeluaran untuk mendukung Kkelancaran

pelaksanaan operasion'aI penerimaan dan pengeluaran daerah
pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang
ditunjuk oleh Bupati.

1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional
penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah
mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat

membuka rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud
setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau

rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum

Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara

Umum Daerah.

Perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah

dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara

BUD dengan pejabat penanggungjawab pada Bank yang terkait.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional

penerimaan adalah sebagai berikut:

1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk
menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak
melalui béndahara penerimaan dan/atau menerima setoran
pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.

2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai
rekeﬁing bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya
sekali sehari pada akhir hari/ jam yang ditentukan sesuai
dengan yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum
Daerah dengan Bank Umum bersangkutan.
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Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional

adalah sebagai berikut:

1} Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai
rekening yang digunakan wuntuk membiayai kegiatan
pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.

2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk
pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung
kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk
pemberian UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada
bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada
bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran

pembantu.

3. Pembukaan Rekening SKPD

a.

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening
bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD sesuai
dengan kebutuhan untuk mempermudah  mekanisme
penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah.

Kepala SKPD mengajukan permohonan pembukaan rekening
kepada BUD;

BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan
SKPD/rekening pengeluaran SKPD sesuai dengan kebutuhan
untuk mempermudah mekanisme penerimaan
pendapatan/belanja daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke
rekening Bank Umum tertentu, BUD dapat membuka rekening
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD
pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.
Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung
penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD
bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening
penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke
Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan.
Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama bendahara

penerimaan SKPD.
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f. Rekening pevngel\uaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang
yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti
uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola
oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD
dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara
pengeluaran pembantu SKPD.

4. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

a. Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan
dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka
pendek.

b. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan
kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12
(dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek
adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan
12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis,
pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan
Sertifikat Bank Indonesia (SBI). |

c. Investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu
melalui Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank
Indonesia.

1) Deposito
Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan
oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki
persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu
tertentu vdimana uvang di dalamnya tidak boleh ditarik
nasabah. Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah
bunga deposito yang biasanya lebih tinggi dari tabungan
biasa. Pemerintah Daerah melakukan penempatan kas
daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk
sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau
Bank Pembangunan Daerah. Dalam rangka menjamin
likuiditas keuangan daerah, Deposito Pemerintah Daerah
harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke Rekening

Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan.
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Surat Utang Negara

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang

berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran

bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya.

SUN digunakan oleh pemerintah pusat antara lain untuk

membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas

jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Surat Utang Negara terdiri atas:

a) Surat Perbendaharaan Negara

b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai
dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara
diskonto.

Obligasi Negara

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)

bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga

secara diskonto. '

Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka

pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan

Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara

investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan

perundaﬁg-undangan tentang SUN.

Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang

berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)

bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga

yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh

mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang..

d. Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan

melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1)

2)

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka
pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan
Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam
investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa
dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum

akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).
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BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi
jangka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah
dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta
alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.

Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD
atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan
jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan
menerbitkan Surat Keputusan Bupati.

Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat
Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan
pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi
yang dipilih.

Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas

Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

5. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
a. PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses
penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.
b. Penerimaan RKUD

Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang
sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi
penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku
Kas Umum.

c. Pengeluaran RKUD

1)

2)

Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap
pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan
pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan
oleh PA/KPA.

Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku

Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan
kolom nomor bukti.

d. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah




http:\\jdih. pemalangkab
1)

2)

3)

4)

.go.id

- 44 -

Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah
dilaksanakan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset
Daerah.

Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum
daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara
Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang
dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi
pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam
membuat laporan BUD.

Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

b} Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap
hari kerja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau
dapat diserahkan sesuai kebutuhan.

Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum
Daerah ‘mcmbuat Register SP2D yang telah diterbitkan.
Register SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi

pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

6. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara

lain sebagai berikut:
a. Buku Kas Umum BUD

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
| BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN......
~°' TC&S‘SII “Q*s“"“ i“ ’? ,":".U““n | Panent v {Pang anj| .501(30_‘-h

Oisiapkan oleh,
JUD/Muase BUD

R

mg’m
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b. Laporan Posisi Kas Harlan

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN POSISI KAS HARIAN
- Tahun Anggaran .....

Padsl¥as 1

Rekapitulasl Posisi Kt ¢k BLO:
SaldaBenkt  :Rp

SaldaBenk? RP ' Cisiapkan oleh,
dst. hp_ BUDXuas8UD

1

TotalSado K

o . P e
*Terad Sakin Fas b s saTD Sengat Fecki Ks (7]
> IR
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c. Rekonsiliasi Bank

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

REKONSILIASI BANK
Tahun Anggaran .....

?erlode SO

Y. Sakdo KasUmnum Dhzrah menurut Buku Rt it
'Z saloKas Umum Do2rah menurut Bank RO i sasesumssan i e

e T WY 1§ e ey y TR ¥ YT N YR PN DR o T Wy S

Selsit Rp—-

Kelerangan Selisih.
.A. Penerimaan yarg 1alah dicatat obe h Buka,
Lelumdicatatdeh Bank
a, 575 Nawaa: L3 F—
b. Bukd laln yang seh { J—
& D5t 2 PR L Y

Rp-s;-m LI T TR

B. Pen;eluamyangtdah dicatatoleh Bl.iku. .

’belum d:czlatdehnank
&5?20?\0.« ‘Rpm'wm
b. buakt I.alnvangsah RPormiemuisinasmsmmns
C Csta, ARy BRasimsis
" Ap. e rrrmeries
C Penenmaan yargh‘!ah cﬁmtaloleh Banlt.
belum dlcatatdeh But-:u
a. Mata Kredit No... 2 ¢+ FO
b. Pendapatan Bunga RPuurmrirenisssmesranes -
¢ Pendapatan Jass Giro 27, SO —
d. Bkt lain 'fangsgh 1
e‘ W“"" . BE =3 Rp S rees

Bt riserne

0. Pemeluarawangfelah dicatat oleh Bank,

belum d]calatdeh Bukrt

a. Mata DabitNo.. R erireremsarenmrms
b. Bisya, Mmlnutmsl Bank Rp.... U
c Bam Lais ‘;ang sith Rp..w s
d. [st...., ]

Hpm— TP o

Bzndatary Umum Dsersh

Y
-

e U0

Nama
MIP: —
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C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

1.

Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non

anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada

rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan terkait penatausahaan kas transitoris adalah

sebagai berikut:

a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

1)

2)

3)

4)

Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara
khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan
pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23
dan/atau PPN;

Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima
Upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat
Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh
Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian;

Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan
oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam
melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan
dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagai contoch
uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan,
uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame,
dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam
pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan
tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi
milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah
daerah.

Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari

transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga

dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak

terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

\




http:\\jdih.pemalangkahb.go.id
-48 -

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada
akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris
dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan
fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA
sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran
namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK
dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Penerimaan kas transitoi'is, meskipun menambah Kas Daerah,
tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam
jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa
ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan
mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak
ketiga yang tidak melaksanakan Kkewajibannya sesuai
kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi
kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target
kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.

f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan Kkas transitoris dan
pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara
Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

‘ g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP

1} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas
pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/

Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak

h
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sesuai peraturan perﬁndang—undangan wajib menyetorkan

seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas

Negara.

3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku
terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi penyetoran kas
transitoris atas potongan pajak dan potongan-potongan
lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS
dilakukan langsung oleh bank.

2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak
ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan
pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening
tujuan yang telah ditentukan.

3) Jaminan
Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan
a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia

barang/jasa ke rekening RKUD.

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia
barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya
kepada pemerintah daerah.

c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah
BUD yang berisi:

(1) Perintah Pencairan Uang;

(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;

(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan
bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan
kewajibannya

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada
pihak ketiga.
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b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga
dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasikan
dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang
bersangkutan. |

c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uahg jaminan
tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hlitang pihak

ketiga.

D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)
1. Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang seclanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang

memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana

pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana

realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

2. Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,
PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD
untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
Surat pembexitahuan_disampaikan kepada Kepala SKPD paling
lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang pénjabaran
APBD ditetapkan. |

b. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan
surat pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-
SKPD yang télah disusun kepadab PPKD paling lambat 6 (enam)
hari setelah surat pemberitahuan diterima.

c. Rancangan DPA-SKPD mencakup:
1) Rancangén Ringkasan DPA-SKPD
2) Rancangé.h DPA-Pendapatan SKPD
3) Rancangan DPA-Belanja SKPD
4) Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD
5) Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD

d. Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD
1) Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD

menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk

dilakukan verifikasi.
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2) TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling
lJambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-
SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan
instrumen verifikasi antara lain:

a) standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

b) analisis standar belanja;

c) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

d) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

e) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau
dana otonomi khusus.

3) Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-
SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan penyempurnaan
kepada TAPD dan menyampaikan hasil

e. Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD
PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-
SKPDyang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

1.

Ketentuan Umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD

dalam setiap periode.

Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-
SKPDdan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa
BUD bersamaan dengan penyampaian Rancangan DPA-SKPD.

c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling
lama?2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD
dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;
2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana

penarikan dana dalam DPA-SKPD.
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e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah
diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah
daerah.

f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah
daerah kepada PPKD selaku BUD.

g. PPKD selaku BUD mengesahkan rahcangan anggaran kas
pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat
1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah

daerah diterima.

F. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

1.

Ketentuan Umum
Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan
tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran
kas pemerintah daerah.

b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku
BUD untuk disahkan. |

c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada
Kepala SKPD.

G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

1.

Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah
dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan
daerah.

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud
meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari
pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian
melalui buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu .

a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan

penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
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b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD,
BUD melakukan pengeéahan dan pencatatan Penerimaan Daerah
tersebut.

c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya
ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1
(satu) hari. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau
dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan
jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya.

d. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan

sah atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen
elektronik. »

e. Penyetoran benerimaan pendapatan dilakukan secara tunai
dan/atau nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan
menggunakan surat tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap
sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain
yang dipersamakan.

f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, efek, atau
surat berharga yang dalam penguasaannya:

1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis
daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya, pebnyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari
yang diatur dalam Peraturan Bupati, dan/atau

2) atas nama pribadi.

a. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan
dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi
SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan
Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di
, Bapenda
Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD

yang memiliki tugas dan

wewenang pengelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan Kekayaan | Bendahara Penerimaan SKPD

Daerah yang Dipisahkan yang melaksanakan fungsi BUD,
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Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan

Lain-lain Pendapatan “Asli | kecuali:

Daerah 1. Hal-hal terkait pajak dan
retribusi tetap dikelola oleh

- Bendahara Penerimaan di
Transfer Pemerintah Daerah SKPD terkait

BLUD terkait 2. Pendapatan BLUD dikelola
Hibah oleh BLUD terkait

3. Pendapatan Hibah Dana
BOS, Dana kapitasi dan
pendapatan lainnya yang
dikelola oleh  Bendahara
Khusus.

Transfer Pemerintah Pusat

Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan
Perundang- undangan

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Tahap Penetapan dan Penagihan

Bagian 1 - Penetapan Pendapatdn

1) Dalam rangka pemi.mgutan pendapatan daerah, Bupati atau
pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen
penetapan pendapatan daerah.

2) Penetapan pendapatan dapat berupa:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

¢) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumiah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.

4) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib
pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu
sebagai dasar penagihan. |

5) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas
pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.
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6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

melakukan - validasi dan - verifikasi atas penerimaan

pendapatan berdasarkan dokumen penetapan.

Bagian 2- Penagihan

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara

manual, ‘su:rat elektronik, notifikasi sistem secara digital

dan/atau media elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah

penagihan piutang sebagai berikut:

1} Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan

2)

3)

4)

5)

6)

pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke

pihak ketiga.

Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan

jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan
pendapatan. | ; :

Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-

pihak yang melakukan pembayéran pendapatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undaingan kepada

Pemerintah Daerah. | |

Proses penagihan secara mahual dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan
kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang
ditandatangani oleh pihak ketiga;

c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen
kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan PPK-SKPD. |

Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan

cara:

a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan
pendapatan kepada pihak ketiga;

b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD
dan Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat
elektronik penagihan pendapatan.

Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara

otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi



http:\jdih.pemalangkab.go.id o
I -56-

atau media lain secara elektronik kepada.pihak ketiga yang
memiliki kev'vaj}iban untuk ‘nfxcnibayar pendapatan daerah.
b. Tahap Penerimaan Pendapatan |

1) Penerimaan pendapatan - melalui Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Perhbantu secara tunai
dilakukan sebagai berikut:

a) Berdasarkan dokumen penetépan pendapatan dan/atau
surat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya
kepada Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan
Pembantu.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian
antara jumlah uang 'yang_ diterima. dengan jumlah yang
telah ditetapkan pada dokumen penetapan. |

c) Atas ipenerimaan pendapatan tersebut, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan
kepada pihak ketiga.

2) Penerimaan pendvapatan melalui rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non
tunai, dilakukan sebagai berikut: |
a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembaintu rrienerima nota kredit/notifikasi perbankan

atas penerimaan pendapatan. |

b} Bendahara Penerimaaﬁ/ Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi bbukti penerimaan sebagai
berikut:

(1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;

(2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian
antara jumlah ﬁang yang diterima dengan jumlah yang
telah ditetapkan pada dokumen penetapah.

3) Penerimaan  daerah  melalui  rekening  Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non
tunai dianggap sah ~ setelah Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan

validasi.
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Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga
yang telah melakukan pembayaran.

Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai,

dilakukan dengan cara:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari
RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD; dan

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi sebagai berikut.

Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas

penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD.

Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak

diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan

wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan
yang diterima langsung RKUD;

Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara

jumlah uwang yang diterima dengan jumlah yang telah
ditetapkan. |

Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai

dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan
melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau
melalui kanal pembayaran secara online yang disediakan
oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari lembaga
keuangan bank dan non bank. |

b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic
Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking,
mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai
Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping,
Electronic Data Capture (EDC), Cash Management System
(CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya.

¢) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan
Bank.
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c. Tahap Penyetoran Pendapatan

1)

2)

Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara
Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu  wajib
menyetorkan penerimaan tunaj tersebut ke RKUD paling
lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah
sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud

ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

3. Dokumen Terkait

Nustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara

lain sebagai berikut:
3.1. STS
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3.2. Register STS
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H. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

1. Ketentuan Umum

Dalam

penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan

pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah

yang menjadi kewenangannya.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai

1)

2)

3)

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan
Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan sesuai dengan kodc rekening pendapatan.
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada
Buku Kas Umum (BKU]} di sisi pengeluaran.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oieh PA/KPA setiap bulan.

b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non
Tunai

1)

2)

3)

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan di rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non
tunai berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau
notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada
Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan
kode rekening pendapatan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat: penyetoran pendapatan secara non tunai
(pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di
sisi pengeluaran

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

c¢. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

1)

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti

h
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penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya)
yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode
rekening pendapatan. |
2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain

sebagai berikut:

3.1. Buku Kas Umum
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3.2. Buku Pembantu Kas Tunai

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SKPD .......... .-
TAHUN ANGGARAN .......

BUKU PEM BANTU KASTUNAI
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

1.

Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas” dan tanggung jawabnya, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara
Penerimaan SKPD bertanggungjawab secara administratif kepada PA
dan secara fungsional kepada BUD.

Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bagian 1 - Bendahara Penerimaan Pembantu

1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan penutupan BKU.

2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan
Penerimaan dan Penyetoran.

3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS
dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU,
Laporan Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan
Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap
kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5
bulan berikutnya

Bagian 2 - Bendahara Penerimaan

1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan
penutupan BKU.

2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan
Penyetoran.

3) Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-
bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.

4) Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang
dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

5) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan
analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan
oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

6) Bendahara Penerimaan menggunakan data
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang

telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan
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Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan

gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pembantu.

b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif

1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan

2)

3)

4)

5)

Pertanggungjawaban  Bendahara  Penerimaan  kepada

Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:

a) BKU

b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

¢) Register STS

d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara

Penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya

Jika PPK-SKPD menemukan Kketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan.

Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan
lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan
menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan
LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ

Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.

c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional

1)

Bendahara Penerimaan setelah menerima  notifikasi
persetujuan (approval), menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PPKD
selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
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2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan
rekonsilisasi penerimaan. '
3. Dokumen Terkait v
Ilustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan antara lain sebagai berikut:

3.1. LPJ Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
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3.2. Laporan Penerimaan dan Penyetoran
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J. REKONSILIASI PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku
BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka

rekonsiliasi penerimaan.
2. Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD melalui Kepala

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah memuverifikasi, mengevaluasi,

dan menganalisis dengan langkah-langkah sesuai ketentuan, yaitu:

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan
mutasi RKUD

b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-
transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak
tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan
dengan menampilkan data setiap bulan.

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian
realisasi penerimaan.

3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai
berikut:
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Rekonsiliasi Penerimaan

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
REKONSILIASI PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN ......

A PendspatanDaerahberdasarkan P gendzhars Penerimazy .

B Transsksktraasaksi pendapatan yang diterima oleh BUDetapltidak
tercatat oleh bukl Bandahara Penerimazn/Bendahara Penerimazn

Pembantu,
ey Rp.
T Rp.
Dt R |
Total Ro.
€ Emer/KesalahanPencatatanPenerimaan
R
B eme s Rp.
¢.Dst Ro..
Total. Ro

K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

1.

Ketentuan Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau

restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan

Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan

penerimaan pendapatan daerah.

Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah

sebagai berikut:

a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan.

b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan
dengan membebankan pada rekening penerimaan yang

bersangkutan.




http:\\jdih.pemalangkab.go.id |
- 69 -

c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:

1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap
tahun; dan

2) objek penerimaan daerah yang sama.

b. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

2) rekomendasi APIP;

3) rekomendasi BPK-RI;

4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau

5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan
pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan
proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:

1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar
pengajuan.
2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
d. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat
penetapan yang sudah disampaikan.

e. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta

hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

le]

Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus
didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
(SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk

3

pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
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g. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB
atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan
selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat
permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan
pajak daerah/retribusi daerah kepada BUD.

h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan
penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD
menerbitkan  Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk
pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi
daerah.

i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan
pendapatan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penerbitan SKLB
1) Bendahara Penerimaan menenma informasi kelebihan atas

penerimaan pendapatan daerah.

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap
informasi atau permohonan pengembalian kelebihan
penerimaan pendapatan daerah.

3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan
SKLB.

4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan
pendapatan daerah
Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan
Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas
kelebihan Penerimaan Daerah:

1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya

2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang
sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan
koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran

SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian atas
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kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada
rekening belanja tidak terduga.

Tahap Penyesuaian Pencatatan

1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang‘
sama, Bendahara Peneérimaan SKPD melakukan penyesuaian
pencatatan  terhadap pengembalian atas  kelebihan
penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan
pencatatan penerimaan daerah.

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada
sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan
penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan
pada BTT. . |

L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

1.

Ketentuan Umum

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari

Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar,

yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan dan penatausahaan belanja

adalah sebagai berikut:

a.

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada
Unit SKPD. |

Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat
melakukan pembayaran secara langsung kepada penyedia
barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu
kepada PPTK.
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c. Pembayaran belanja secara langsung kepada penyedia
barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang
dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh
PPTK.

d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
PPTK.

e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran
belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud
kepada Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran
Pembantu melalui transfer ke rekening  Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika uang
panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas
penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar
1) Pengajuan Uang Panjar

a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang
berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA
SKPD.

b) PPTK menyiapkan NPD.

c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan
PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencairkan uang panjar sebesar yang

tercantum secara non tunai melalui pemindahbukuan
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dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

2) Pelaksanaan Belanja

a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan
belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang
dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK
diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah
sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan
atau pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK
menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang
panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk
selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk diverifikasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban
belanja.

c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang
diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan
pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran ke rekening PPTK.

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
terdapat kelebihan uang panjar, PPTK melakukan
pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening
Bendahara  Pengeluaran/ Bendahara  Pengeluaran
Pembantu.

b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

1) PPTK mengajukan NPD berisi rencana belanja kepada
PA/KPA  melalui bendahara  pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu.

2) Berdasarkan NPD yang telah disetujui PA/KPA, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan
pembayaran/transaksi belanja langsung kepada pihak ketiga.

3) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
/PPTK mendapatkan bukti transaksi.
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4) Bukti transaksi disusun dalam tanda bukti pengeluaran dan
rekapitulasi belanja per sub kegiatan.

c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan.

Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk
bukti/pernyataan atas pencatatan/pendaftaran BMD.
Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam bukti transaksi.

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi,

Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk

melakukan perbaikan atau penyempurnaan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan

LPJ Penggunaan UP,
3. Dokumen Terkait

[lustrasi

dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara

lain sebagai berikut:

3.1. Nota Pencairan Dana

SKPD ....coverrerannses
NOTA PENCAIRAN DANA
v NO. cervciernnsensnee Tanggal: .vecveereencenns
- jenls NPD :O Panjar O Tanpa Panfar-
’ Plogtam ﬁi_...;....'......‘... B
. Keglatan e
: SubKeglatan i errmmaes
.No.DPA 3 weemeremsormrn s

Tahun Anggaran 2 en e rermmmas

“Rindan Belanja::

TNo | Kode Rekenitg | . i1}li. Uralan- . . dt- | Anggarn | SisaAnsgaran. . |=it Pencalvans. -
Jumlab
‘Disetujuicleh,; Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaraivkuasa Pejabat Pelaksana Tekris Keglatan
- Pengguna Anpgarany T i T ‘
: jotijo] ‘ g% .
EY

: E"m " YE
,Namsa_ ‘Nama:

NPz 2o NP
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3.2. Tanda Bukti Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SKPD ..covevvernnnne sase

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOT it cvrrecceeraenanees
Bendahara Pengeluaran® telah mengeluarkan uang Rp
sebesar ’
Kepada
NPWP
No. Rek Bank
Untuk Pembayaran
Kode Sub Kegiatan
Uraian Sub Kegiatan
Kode Rekening Uraian Rekening Rupiah (Rp)
Jumlah Kator
Potongan Pajak
Uraian Rupiah (Rp)
Jumlah Potongan Pajak

Dibayarkan pada tanggal

Mengetahui
Bendahara Pengeluaran/
Pejabat Pelaksana Bendahara Pengeluaran
Teknis Kegiatan Pembantu*
Nama Nama
NIP NIP

* = Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
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3.3. Rekapitulasi Belanja Per Sub Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
REKAPITULASI BELANJA PER SUB KEGIATAN
LPJ: . oeis
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
KPA :
PPTK O
NO.| KODE REKENING NAMA REKENING URAIAN BELANJA REF JUMLAH (Rp}
~JUMLAH (Rp)
Mengetahui, Pemalang, .............
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pejabat Pelaksana Teknis
Kuasa Pengguna Anggaran* Pengeluaran Pembantu Kegiatan
Nama Nama Nama
NIP ’ NIP NIP
Catatan verifikasi Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu terlampir

* = KPA, Jika kegiatan dilimpahahkan ke KPA

h
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M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

1.

Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP)

merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang

ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan perhitungan
besaran UP yang dilakukan oleh BUD.

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk
setiap SKPD adalah sebagai berikut:

a.

Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak
menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan
besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran

anggaran belanja yang akan menggunakan LS.

. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu

dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-
SKPD.

Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.

Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang
merupakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi,
belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan
menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan total
belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja
LS yang sudah dihitung.

Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan
LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau

pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau 12 kali.

. Menentukan besaran UP dengan rumus:

Besaran UP

__ Rencana pembayaran belanja menggunakan uang persediaan
- Proyeksi frekuensi pengajuan LP] UP dalam setahun atau 12 kali
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N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN
1. Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan

UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk

Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk

memperlancar prdses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya

yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran. |

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang

dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun

TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang

mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang

untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan

SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai

berikut:

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD
dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluarah SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit
SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan
dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran.

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
serta waktu pelaksanaan kegiatan.

e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada
buku-buku terkait.

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas

penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
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g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersahgkutan telah selesai
dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekéning Bendahara

Pengeluaran Pembantu ke rekening BendaharaPengeluaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelak'sa'naan‘ Pelimpahan‘"U‘P adalah sebagai beriklit:

a. Pengguna 'Anggaran menetapkan besaran  pelimpahan UP
berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna
Anggaran.

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku
terkait. | |

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat rﬁengajukan permintaan

pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar

pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.

O. PERMINTAAN PEMBAYARAN
1.

Ketentuan Umum

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal

pembayaran oleh Pemeri»ntah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus

sebagai proses pembebanan rekening Belanja. |

Permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:

a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan
UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

b. Besaran UP untuk' masing-masing SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali
dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan
pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;
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2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme
LS; ‘
3) besaran anggaran SKPD. v

¢. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati tentang besaran
UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran bahwa uang
persediaan akan digunakan sesuai dengan ’per"untukannya.

d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja—belanja ‘yang telah
diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran
UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-GU;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan
sub rincian objek; dan |

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP. |

e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait
lainnya yahg ‘telah - diverifikast oleh bendahara
pengeluaran/bendahara  pengeluaran pembantu. Pengajuan
permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU
yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP—TU;'
2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub rincian
objek. o |

f. Belanja LS adalah belanja yang ‘dananya ditransfer langsung dari
RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji
dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan
pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke
penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantuy.

g. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran
antara lain: |

1) hibah berupa uang;

2) bantuan sosial berupa uang;
3) bantuan keuangan;

4) subsidi;

5) bagi hasil,;

6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan

yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
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7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai
dengan jenis = pengajuannya berdasarkan ‘ketentuan peraturan
'perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini
didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-LS;

2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan
sub rincian objek.

i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk
pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

2. Ketentuan Pelaksénaan

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP

1) Bendahara ' Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan
besaran UP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP
tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui
PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban UP.

3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan
oleh Bendahara Pengeluaran.

4) SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari pelimpahan UP bendahara
pengeluaran.

5) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang
disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:

a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi
yang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.

b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP
GU.

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1) Pengajuan Permintaan Belanja TU:

[T
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a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan
didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-
SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut
memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU,
yaitu:

(1) Kegiatan yang bersifat mendesak; »
(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau tidak cukup
dengan SPP-UP/GU yang tersedia. | ’

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana
TUsebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang
didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU.
PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan
persetujuan.

c) Setelah memberikan persétujuan, PA memberikan Daftar
Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.

d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian
Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan
permintaan belanja TU yaing ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar
pengajuan permintaan pembayaran TU.
b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:
(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanjaterkait tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen
yang mendasarinya;

¢) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

| menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam
SPP-TU;
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d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan
sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji
dan Tunjangan.

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh
pejabat sesuai kewenangan;

(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai
yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
meliputi:

(@) gaji induk;

(b) gaji susulan;

(¢) kekurangan gaji;

(d) gaji terusan,;

(e) SK CPNS;

() SK PNS;

(g) SK kenaikan pangkat;

(h) SK jabatan;

(i) kenaikan gaji berkala;

(j) surat pernyataan pelantikan;

(k) surat pernyataan melaksanakan tugas;

() daftar keluarga (KP4);

(m) fotokopi surat nikah;

(n) fotokopi akte kelahiran;

(o) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)
gaji;

(p) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

(q) surat pindah; dan

(r) surat kematian;

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan

peruntukannya.

c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan

dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi
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rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara

lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa
anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah
disediakan;

(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran
menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan
Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan
Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA
melalui PPK-SKPD.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan

Jasa

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu
kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen
pengadaan yang dimaksud antara lain:

(1) dokumen kontrak;

(2) berita acara pemeriksaan;

(3) berita acara kemajuan pekerjaan;

(4) berita acara penyelesaian pekerjaan;

(5) berita acara serah terima barang dan jasa;

(6) berita acara pembayaran;

(7) surat jaminan bank;

(8) surat referensi/keterangan bank;

(9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank
RKUD;

(10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan
untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai
dengan berakhir masa kontrak;

(11)dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya

bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri.
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Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan
kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang
dan jasa‘yang dilakukan.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Péngeluafan Pembantu

memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa

dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen SPD terkait ﬁntuk memastikan dana
untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan
diajukan telah disediakan; | ‘

(2) emMeneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukain
tidak:melebihi sisa anggaran,; '

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas
tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST),
dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/

Bendahéra Pengeluaran Pembantu menyiapkan" pengajuan

permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yang

didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mengajukan  persetujuan permintaan . perhbayéran LS

Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui

PPK-SKPD /PPK-unit SKPD. |

Jumlah Pengajuan permintaan pembayaran LS :

(1) Pengajuan LS Honorarium sekurang-kurangnya senilai Rp
10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); dan

(2) Péngajuan LS Pengadaan Barang Jasa sekurang-
kurangnya senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta
Rupiah).

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga

Lainnya

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu
kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.

Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung

berdasarkan  keputusan Bupati dan/atau  dokumen

h
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pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara

pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan langkah antara lain: | B

(1) Mene‘vliti ‘dokumen DPA untuk meméstikan bahwa
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan
diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memaétikan dana
untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
yangakan diajukan telah disediakah;

(3) Meneliti  kelengkapan dan  validitas  perhitungan
berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen
pendukung lainnya. ‘

Berdasarkan hasil | verifikasi, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pehgeluaran Pembantu mengajukan

Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang

didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak

ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-

SKPD/ PPK-Unit SKPD. |

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:
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a. SPP-UP
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOT: .icevviiiinrenierinnens
Uang Persediaan
SPP-UP
1. Xama SKPD
2 NamaPengpuna Anzgaran
3. Nama Bendahara Peopebiaran
4. NPIPBendahara Pengehaaran
5 NamaBank
6 Nomar Rekening Bank
7. Untuk Kepedvan
B Dasar Pengriuazan - 152D Komor: JOUSLE 1.7, |
Sebe=ar Rp mreessssas st shomioten
[Tarblxg.. )
No Enda
—

i |8FD

TRERERL & v e et i NT= - T LI | 2. §

£.1-12>-1 §- S W= - T SR | *~.

DS 2 oo eae s marmeemen DS — oo ceemsectrreresemee R
1t |8P2D Eebelwmnya

L §:1-13 -1 B XX 1 cormsmsimemirracses | RP

1§37 Y S - NAHO X ¢ cemimememecnenes | R

021 -SSR O5L" e e mermtmnats e a

Paks SPPini ditetapkan lamgiran-lampite yang dipertukan sehazimana terters pada daftar kelengkz pan dalumen SPP ink

CesbarAsh: Untk PergRas ANy Fr-50T
Salnanl :Unbk ese HD

Salnan 2 : Uniuk Berrdstery Pengetes s
Sainan3 Stk Arsh Baicton Peeg eliaren

ORI & (T 1 OO
Bendahara Pengeluaran

{tanda targan}

[nama lengkag
NP
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b. SPP-GU
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOmoOr: .occeiivieniaaniannnn,
Ganti Uang Persedinan
EPPLOU
. Kama SEFD : : —
2  Kama Penppumis Anggarin :
3. Kama Bencbhora Penge luaran :
4. KPWP Prndahara Pengechzsran : : oo
5. Nama Bank :
. Nomor Rekening Bank
7. Untuk Keperluan
8. Daszar Penpelasran . :§SFD Kamar: tunzzal
) Sebrsar; % » S manb s imbre bt g ]
b Uraiaz ‘ - ‘ "
. T |
. ) | |
t |SPD
Tanm.:l. R e o RO e meerrarin Rp.
Tanggal @ iy e 7= 73 ORI |
|5 & S O———— [ R UOOT ) . -
n {5P2D Sebelomnya
TARERAL 2 cooei i emsmicirnemy e ROMET? oo imimmimanirnea Rp. -
Tmml: P et e s TR RO 2 pmin e bmrmrmpoamicens RF-
DR 3 vty cpom e ceits e ) Dk o | R
Pada 5P ini diteta plan Lampiran-lampiren yarig dpertukan sebageimana tegtzm poda daftey kelengiapon dodumen SPP ini.
PO, &) .1 <1 WA
Bendahara Pengeluznn
{tanda 18!155:1)
{nama lenglapg
NIP.
Leswbar AxE:Urh Pen. m Anooeran TV-SPD
Salnas 13 Utk Kuxsa 313
Ealean 2 3 Urduk Bendanars Penorliaran
Sabnam 3 mmmmm
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c. SPP-TU

PEMERINTAH KABt_JPATEN PEMALANG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Roumar 2 -

Tambahan Unng Persedinan

ErP-TU

T Nama SKFD,Umk Kega

2 Kode dan Xaxa Sub Kegatan

d  Nama Pergnoa Anrpana, Kuasa Petgguna Anrgann

4 HNama FPIX

5 Nama Brodahars Pengelram)lenditara Pecpeluaran Pexbantu

6. KPWP Bendatam Fengelurran/benrithara Penselunren Pembantn

1. Nama Rark

8. Numor Kekening Fark

9. Unwk Keperlan

1Q Dasar Fergelvarin

I IR I e

D Nozmor:

febrsar Rp
|Teralay

1 |8PD

Tanggad : oot

R

Tangzal e

R

13 & S

Rpu

Il |EP2D Sebelumnyn

TargM § e o

Koot e o

Rr.

)
Tangzal & e e

) B Y.

R;-i.

313 & J—

D513 v it soemntrmnsemvomresre

R

Pada SPP it cAe tariaan lampiren-lampizn yang dipedolan sebapimana terte a yida dadtar kelenziape n dolromen £9F ini.

Pejubat Pelaksana Yekzis Reglatan

ftanca tangan}

(nama lengksy)
KIP.

Lembar AsH bk Puspcaane Angg o end™F%-3K20
Salnam } : Urta Xusew 9.0

SN 2 : Uhitnh Aurviei wm Parnged mean!
52knam ) : Urek Ang RrgehannSTTE

PRSI -~ 1.7y | U,
Bendahara Pengefuaran/Bendaban
Pengelnaran Pemhantn

{tanda tangan)

{nama lengkapg

N1P.

Mmoo s
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMIRTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN VANG PERSEDIAAX (SPP-TU)

NOMIOE & worvssearssessenmarsessnsanse
Tehum Anggaran : ...
RINCIAN RENCANA PERGGUNAAN

Ko Kode Rekening Uraian | Nilai Rupiah
Nama Kegiatan/Suh Keglatan 1

L | -

2 [TXTXTLXTIXE atasstariaibots s e st bt

3 jdst
Narma Kegiatan/Sub Xegiatan 2

4 [XEXAXAXE. e -

S (XXX xeex S OO, paviase

f, [xXexexexeox : SOOI

7. e ox cssenisiessants sebessiesia

B, |dst '
Nama Xegiatan/SubXegiatan 3

g jrxxxxmmx 00 e siasnata g iestsn et

10. |dst

TOTAL e
Terelang; #8 e s comamsns FIPi2h 1
Mengetabui {Mengetujui: (Terpat, Tangg:d)
Pengguna Anggaran/Kasss Peagguna Anggara Bendzhara Pengelu;x:{; f::udam Pengeluaran
[Nazna Lergkan [Nama Lenckag|

|‘1P.~.mmu.“a;' ‘ mpuuounmmnn-u ‘u»
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d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Noamor: -
tasprung Gojl dan Tunfunpan
PRl
1. Nama SKPD/Unat Kerja :
2. Kode dan Nama Sub Kegatan :
3 Nama Pengguna Agaran/Kuasa Penggrna Anggamn b
4 Nama PPTE :
8 Namm Bendshara Pengeloaran : ———
& NPWP Beodibam Peaghramn H
. Kama Buok :
£ KNamor Rekening Bink H
9 Utk Keperhun 3
10, Dasar Pengehuaran < [oPD) Nowmor: tangal v
Sebeser: R e pra iy ases
|Terbdry -
Na Uraisn
— 1
1 j5¥D
Tanpgal=, o e Romor .. — <11
Ry S — P11 ——— | -1
[# 1 3 |51 § < URURURUUR 1 - 1
11 |5P2D Sebefumays
FEE Ty L3 S _— Romor ¢omveemveee e [RR
ﬂ'ﬂ:n;p! R Namar oo [RP
Dt e D5E v vmrnceencneenns |RP

Pada SPP i ditetaplom larpirya-dangenn yang dpedulan sehagvimens terters poda dhftar kelengdtpon dokanren SPP inik.

| N YYYS N
Pejabat Pelakxana Teknis Xeglatan Eendahsra Pexpelnaran
{tanda tangar) {tanta tangan)
[namalengkay [pama lengkap
Hip. N1P.

LemBbar AsE : Ui Peeg s s Angoerery TP, D01
Sanuan ] : Untuk Koase 310
Salsan 2 : Untuk Duridahwes. Pengeiuaren/FPTL
S2iaan 3 : Unhie Arsp T rbhare Fangs dusssn'PPIE.
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e. SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomar : eeeeveeeevene.. cresserasegunans
Lampsgng Barang dim Jusa
ErPli8
1. Kama SKFD/Unit besja :
2 Kode dan Nama Suh hrgatan H
A Xam: Pergmuna ﬂ.ﬂ;_i;mnpimn Fenpytra Angzran 4
4 Eam FFIX , 3
5. Nama Iercshan Penglaran|Bendatien Pengeluaran Penbaziu | ¢
fi. KPNP Bendatars Peepetazmap fBendahara Peretuzran Pentunty] 3
7. Rom Birk b
8. Komoe Rekenicg Bard: ?
9 Untuk Kepechuan b ; ;
10. Dasar Pergplrzn 13 e NOOEC e tarm
Setesar Bp wmtres e sermmme s
Teting ]
Xe Urslan ;
{ =
1 {&FD
Tanggal &t Nomerse e R
Tanggal & e eseree . CF 10 J———— -
Dst:.... S Dst .. N 1) §
It [SP20 Sebeluzmaya
Tangal © e e e [ LE.1.} SO -/ §
Tm : i 40 0 Aoy o et b e uﬂmt i il e 3 @ . e gp
Dat: U, DSE e o |RR

Foda SPP ini e taphein Lampiran-larpiran ‘sang diperfukas sebapizana teden pads daftar kelengh2pan dolormen SIP ini.

Pejabat Felaksana Yeknls Kegiatan
{tanch tangan)
fnama engkag]
Xip.,

Lembtar Asl: ek Feng zame Arggaren FPE5IT0
Salran 1 s Untsk Kmes X5

S31nan 2 ¢ Untsh Bersdetan & P sngsdamaw FPTE
Salran 3 ; Untek Anig Bes {aiwr Pe rgeuse nTPTE

........ tanggal......
Bendahara Pexgeluaran/Bendabara Peapelnasan

Fembants

[tarsda Lungan)

{nama de ngleap)

RIP,
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f. SPP- LS Pihak Ketiga Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN [SPP)

Nomoar @
Langzzung Pihak Ketiga Laisnya
Erpla ’
L Haxa EKPD /Uit Keria :
2 Xnde dam ¥ama Sub Kegiatan 4
1 Naxa Perppuna Anypran/Kwmsa fergora Angpran t
4 XxmPPIX :
a me&x&]m_!}w;!:nun 4
& NPWP Berdatura Penehinran .
1. Naza bk ‘
8 Nooor Relrning Hack —
9. Urctuk Keperdumm :
10 Dasar Pengetarza : 137D Nomoe 2N e N
Setesar Bp rermetrem e enerma ]
Teriloyy }
| (] Uradam
1 -~
{1 1 JEPD
Tl e e Xeexce: oo — L IR
J7.F- | S . 7o - <SR |-}
I [5P2D Bekelumnya
17T~ 1 S O NCEDE: v e cerenes |
7= 1 5 SR ' Nerot: oo [0
4.1 SO 163 S Rp
Pady SFO imi didetapice lampiran-lazopiran yang diperhidan sebapymmana tertera pada daftar kele npjo pon dolonen 869 .
O 1.7 3.} N
Pejabat Pelaksana Trkais Xegistan Beaditura Pengeloaran
{tandh lacgan} |tannda tangan)
{nama kngkagd {nama lengkag
KIp. § 3148
LemAar A : Utk Pargg sse fngg aren $OL SO0
Sallsan ] : Usituk Komma BXITH
Salnan T - Ubsiuh Barrie v o Forpuicmnss (TFTX
Salinan 3 : Untuk Aess Baodia wen Parguusca TP
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P. PERINTAH MEMBAYAR

1 Ketentuan Umum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah

dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan

proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai

pengakuan belanja tersebut.

Beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada
Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh
PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran

Jenis SPM terdiri atas:

1) SPM-UP

2) SPM-GU

3) SPM-TU

4} SPM-LS Gaji dan Tunjangan

5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa

6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya

. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS

dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.

Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang
diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan
Keputusan Bupati. '

PPK-SKPD /PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan

pencatatan pada register SPM.

2 Ketentuan Pelaksanaan

a. Perintah Membayar UP




http:\\jdih.pemalangkab.go.id

- 95 .-

1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,

2)

3)

PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian
besaran UP dengan SK Bupati.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD
menyiapkan  rancangan Perintah  Membayar UP yang
didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani
oleh Pengguria Anggaran.

PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk
kemudian diéampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

b. Perintah Membayar GU

1)

2)

3)

4)

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ

Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima

dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan; | |

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi
dan dokumen perpajakan terkait.

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ
Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan

dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling

lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.

Dalam hal hasil verifikasi-dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD

menyiapkan pengajuan Perintah  Membayar GU yang

didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani

oleh Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU

paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan

lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa

BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
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b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist
kelengkapan dokumen.
¢) Fotocopy rekening koran yang ditandatangani PA
c. Perintah Membayar TU |

1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai
dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan Perintah Membayar TU.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar
TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
d. Perintah Membayar TU Nihil

1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-TU Nihil dan LPJ
Penggunaan TU beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima
dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran;
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b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi
dan dokumen perpajakan terkait.

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan TU Nihil,
LPJ Penggunaan TU, dan bukti-bukti transaksinya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan
dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU Nihil.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD
menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU Nihil yang
didokumentasikan dalam  draft SPM-TU Nihil untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-TU
Nihil paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan
lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa
BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist
kelengkapan dokumen; dan
¢) STS penyetoran sisa TU
e. Perintah Membayar LS

1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

¢} Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di
sistem.

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.
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e} Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya. .

Apabila didapatkan ketid‘aklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1

(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK

SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar

LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk

ditandatangani oleh PA/KPA

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan

dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

¢) Fotocopy rekening koran yang ditandatangani PPKom;

d) Fotocopy ID billing pajak.

Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP

yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada

Kuasa BUD.
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3 Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:
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3.1. SPM-UP
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Uang Persediaan (UP}
Tahon Angzanan; Xo.5PM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potosgan - petangan:
PEMERIRTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ¥o. Umlan Jumbsh  |Ketersngan
{Yo. Rekening)
Supaya menertitkan SP20 Kepida:
CJumbab| B
SKFD Informasi : (Tidax mengurangy juniak pembayaran SPLf
Benshharg/pihak bsin Urlzn
Jumleh t
Ka Rekening Bank : h, [¥o. Rekenlag) wm Katersagan
Nama Bank H :
RPA7 H Jumlah|Rpw e
Dasar Pembayaran H
{Cntuk Keperluan §
Pembabanun Pada Keglatan SPY Yang Ditayarkan
EODE KEGIATAN URMAY NTLAL Jumlzh Yarg Miminta [
Jumlzh Foloepan 2 (N
L fumah R Jumlah Yaeg Dibayarkan 2+
Uang Sejamlabt fucvrevmecms oo}
Jumlah SFF Yang Diminta: o3 —
v aen oomg LANEERE e e
i[erbilary) FenggraaAngranas
{tands tanzr}
fouma lenskard
Xomor dan Tanggal PP RIP,
SP il vk 2l ebh ditanddon g de distesaed ek Kepala SKFD
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Ganti Uang (GUj

Takux Anggaran? Xa, SPM:
{KUASA BERDAHARA UMUM! DAERAH Potongan - potengan:
PEMERINTAH PROVIRSI/RABUPATEN/KOTA ¥o. an J Hete
{Ko. Rakening} .
Supeys mencehitkan 5PD Kepada:
Jumhh ﬁl o vt sy
SKFD , Informasi : (Tidok mengumng jimich pembayaras SFA)
Bendibarafpihak lain 2 Urslan v
Xo. Jumlak Katezangan
Na. Brkening Bank 1 ¢ {Na.Rekening) v
Kama Bank 3
NPWP 3 Jumlbsh|Rp e e
Dassr Pembayaran b
fwt.‘xxmk’ Kepestuan ¢
Pembebanan Pada Eaglatan SPM Yazg Dibayurkan
{ENDE KEGIATAN URAIAY |NILA! Jumlah Yung Dininta RP oo eree
» Jumish Pitmgan Rp e
\Jumsh 1y« SE— Jumlah Yeng Diteyarkan [3{» -
Uang Sejumlah:{.. . |
Jumlah SPP Yang Dimiata: R ee—rm
ORI 11,7, 3 | QU
{[serhilang] Pengruna Anggaran
[randa targan)
imara lendkatd
Homor dan Tanzyal SPP 1P,
S ind sk el Inlok dizzndebangoni dan dixten pel oleh Kepadr SXPD)
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3.3. SPM-TU
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tambah Uang (TU)
Tabugn Anggaran: No.SFM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potozgan :
|PEMERINTAH PROVINSIJKABUPATER /KOTA Unslan
).{ % (Ko. Rekening} Jumlah |Eetersngan
Supays menerbitkan SPXD Kepada:
Jumlah| Rl
SKPD . Informasi : (Tidat rengurmgl Amnla h pembararan SEL)
Bendsbarafphsk lain - @ Ho. Uralan Jumlsh Ketarangsn
No. Rekening Bank : . [Xo. Rekenizg)
Kama Bank Hp— ;
Rrwp : Jumlah|Ra s oo -
Dasar Pembayaran
Untok Keperiaan:
Pembekanan Pada Eeglatan ) SPM Yang Ditayarkan
ECODE KEGIATAN URAIAN KILAI Jumlah Yang Dimdnta ).+ S
Jumlah Pempan R ...
{lumah [ - Jumlsh Yang IXhiyarkan ¥ RVORRIR
Uang Scjurslah: | )
Jumlsh SPP Yang Diminta: 3 T
RO, = T. 7. ] RN
{[serhilang) Ferggana Angraraa fKussz Pexggues Augparan
ftanda tanpan)
{nama lemiap
|Bomoe dan Tanggal SFP NIP.
SFM ini 3ok oo da belok dR ondatangani doe disteryed olek: Kepoa SEFD
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3.4. SPM-LS
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)
Tahus Angzaran: Ko.8PM:

EUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Potongan - potangan :

PEME AR PROVINSI/KABUP Uradan
RIKT [KABUPATEN/KOTA Yo. J | Jumlk  |Eeterszgan
: {Xo. Rekaniny}
Supaya menerhitkan SP2D Kepudy:
Jumlah| Rpoe—-
Infoemasd ; (Tidak menguang jumiak pembayaran SPYY
Bendnharafpihak lin. ¢ Yo Uralan Jemlak Kate
No. Rekening Bank | (No. Rekentng) T
Nama Bank b -
KP¥P b - Jumbah|Bp. —. ....e..s
Dasar Pernhaynran <
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Keglatan SPM Yapg Dibayarkan
KODE EEGIATAN URAIAN KILAI jJumlsh Yaag [minta RBP et
{Jumish Poxngan 4 R
Jumah I+ « QP Jumtsh Yaag Diteyarksn  [Rp e e e

Ums scj'lnn [3}: [- e S T “-n-~'

Jumlah SPP Yang Diminta: 1y TPO—

(terbilang)

Komoar dan Tangeal SPP

PURNURNG | 7. < I

Peagguna Azgzaran/Evass Pesgzunn Anggaran

(tanda 1angan)

Irama lengherd
KIP.

SZU ini 1ch 23 tréok dizzndt oo don disteveel oleh Keple SKPD
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3.5. SPTUM-UP/GU

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SKPD 00000000000 0Q0008CIR0R0R0CPIBRRICOEENIOLRIRSNEIBOLOIOISSIPIOIOSOEDIPDIS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN SPM UP/GU

I\\[o 3¢+ 70 ] AU

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 2 umscuseseuscssasssesssassasnveusnnessansinatass

Jabatan D e et
Selaku :  Pengguna Anggaran pada SKPD .................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perintah membayar Ganti Uang Persediaan sebagaimana tercantum pada
SPM UP/GU NOMOT ..cvvuvinvevnvaeaacnan. Tanggal .......eeumnnnnen. telah diteliti dan

dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan.

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan atas
pembayaran SPM tersebut, kami bersedia bertanggungjawab dan menyetor

kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP
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3.6. SPTUM-TU

PEMERINTAH
SKPD BRGRCPG 0 R0 00D 0000 00080800 000RRCC00QRCECCECEOIRIIOBIOEIRIABERIOGN LA R X Y]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN SPM TU

Nomor : ..ocooiviiiiniii

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama D eeeesessesarssssieseinasassstsanesisassansensse
Jabatan U U P

Selaku : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.

Perintah membayar Tambah Uang Persediaan sebagaimana tercantum pada
SPM TU NOMOT ..cevvvivrenrenininenenn. Tanggal ....cccvvivennenns telah diteliti dan
dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan. |

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan atas
pembayaran SPM tersebut, kami bersedia bertanggungjawab dan menyetor
kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan
dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU,
yang selanjutnya akan kami pertanggungjawabkan melalui pengajuan SPM

TU Nihil sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP




B
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3.7. SPTIM-LS

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SKPD CO8P00Q0 0230090300000 00000C0 0000000808000 CsERIPQRBIIRGS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN SPM LS

0] 4510} AN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama D ereeteeeerreeeiiiaere e e e

.
Jabatan et eeetreeeaeeenasenteeraeienastaerenaeenranes

Selaku : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perintah membayai' Honor/Gaji/Tunjangan/Hibah/Bansos/Bantuan

Keuangan/angsuran/MC*...... pekerjaan ......... yang dibayarkan kepada
CV/PT/Lembaga*....... alamat ....... sebagaimana tercantum pada SPM LS
NOMOT .eveieviirenernsinsaciens Tanggal ......covevennenes telah diteliti dan dihitung

dengan benar sesuai dengan ketentuan.

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan atas
pembayaran SPM tersebut, kami bersedia bertanggungjawab dan menyetor

kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP
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3.8. Surat Pernyataan Verifikasi SPP

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SKPD 0009060 P EUCOCEOENONOIPPBIINOENOIOCEDNOEOIONONOEEOERNPREGECGREIRNIORIOIDITOSTOS

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI
KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP

J\\ {0700 Lo} oA S

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama D eeetetacctsererernientiteriarnrasnerisernonnse
Jabatan L eeeeieieceeeensareneeraiaeaerbsaeiaaees
Selaku : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD ...........
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Telah meneliti kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen SPP dasar
pengajuan SPM, antara lain:

a) DPA, memastikan bélanja tidak melebihi sisa anggaran DPA;

b) SPD, memastikan Dana untuk belanja terkait telah disediakan;

c) Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pendukung serta sesuai dengan
jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan sebagaimana check list terlampir; dan

d) Kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan SPM dengan dokumen
pendukungnya.

2. Kelengkapan dokumen kami simpan dan siap disampaikan jika dibutuhkan
untuk pemeriksaan dan /atau kegiatan lain sesuai ketentuan.
3. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia

diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP
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3.9. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP UP

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM UP

NOmor @ ..cveveviiiiiiiiniennnns
CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM UP
No Dokumen Ada dan Absah
1. |SPP UP 0O Ya 0 Tidak
2. | SK Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan O Ya O Tidak
3. | DPA O Ya ‘0 Tidak
4. | SPD : O Ya O Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap |
NIP
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Sebagai Dasar Pengajuan SPM GU

3.10. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP GU

I\ [0 14 o) -
CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM GU
No Dokumen Ada dan Absah
1. |SPPGU 0Ya O Tidak
9. Surat Penge§ahan Laporan O Ya O Tidak
Pertanggungjawaban
Bukti-bukti transaksi belanja yang lengkap
3. | dan sah termasuk dokumen perpajakan 0 Ya 0 Tidak
terkait ’
4. Rekening koran ditandatangani Pengguna O Va O Tidak
Anggaran
5. |[ID billing pajak O Ya 0 Tidak
6. | Soft Copy laporan pajak bulan sebelumnya 0O Ya O Tidak
7. | STS pengembalian belanja (kontra pos GU) O Ya O Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap

NIP
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3.11. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP TU

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM TU

Nomor : ....oeeeiiiiniiiiiiiinns
CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM TU

No Dokumen - Ada dan Absah
1. |SPPTU O Ya O Tidak
2. | Daftar Rincian Rencana Belanja TU OYa O Tidak
3. | Nota Dinas O Ya O Tidak
4. [Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan OYa O Tidak
5. izlgczz;zrgl koran ditandatangani Pengguna 0Ya O Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP
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3.12. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP TU Pihak
Ketiga Lainnya

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM TU Pihak Ketiga Lainnya — Belanja Tidak Terduga
1\(0] 110} oS

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM TUPIHAK KETIGA LAINNYA
BELANJA TIDAK TERDUGA

No Dokumen ‘Ada dan Absah

1. {SPPTU O Ya 0 Tidak
SK Bupati tentang Penunjukkan SKPD yang

Menangani Fungsi Penanggulangan Bencana/ )
2. _ . O Ya o Tidak
Penanganan Tanggap Darurat/ Kejadian Luar

Biasa

RKB tanggap darurat bencana dan/atau

3. . O Ya o Tidak
kejadian luar biasa

SK Bupati tentang Penetapan Tangga
4. P g .p 88aP O Ya O Tidak
Darurat/Kejadian Luar Biasa

Surat rekomendasi pencairan Belanja Tidak .
5. . 0 Ya O Tidak
Terduga dari Kepala SKPD yang menangani

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak .
6. ) 0OYa O Tidak
Kepala SKPD yang menangani

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP
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3.13. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP TU Nihil

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM TU Nihil

NOmoOr @ .coviviniiiiiiiniiininenns
CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM TU NIHIL
No Dokumen Ada dan Absah
1. |SPP TU Nihil T Ya O Tidak
9. Surat Pengesghan Laporan OYa O Tidak
Pertanggungjawaban
Bukti-bukti transaksi belanja yang lengkap
3. |[dan sah termasuk dokumen perpajakan 0Ya O Tidak
terkait '
4. | Bukti bayar pajak O Ya O Tidak
5. | STS pengembalian sisa TU 0 Ya 0O Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP
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Tunjangan

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Gaji dan Tunjangan
[\ {0315 (0 ) o

3.14. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi DokumenSPP LS Gaji dan

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS GAJI DAN TUNJANGAN

No Dokumen Ada dan Absah

1. {SPPLS 0 Ya O Tidak

2. | Daftar Gaji dan Tunjangan 0 Ya O Tidak

3. | ditandatangant oleh peiaber vang bepwenang | 0 Y2 | 0Tidak
Salinan dokumen pendukung perubahan data

4. | pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat
yang berwenang*
Gaji induk O Ya O Tidak
Gaji susulan 0 Ya O Tidak
Kekurangan gaji O Ya O Tidak
Gaji terusan 0 Ya o Tidak
SK CPNS a Ya O Tidak
SK PNS 0 Ya D Tidak
SK Kenaikan Pangkat 0 Ya D Tidak
SK Jabatan OYa O Tidak
Kenaikan gaji berkala 0OYa O Tidak
Surat Pernyataan Pelantikan 0 Ya O Tidak
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 0O Ya O Tidak
Daftar keluarga (KP4) (1Ya G Tidak
Fotokopi Surat Nikah 0O Ya O Tidak
Fotokopi Akte Kelahiran O Ya o Tidak
S@lg;lta )Kéz;;'angan Pemberhentian Pembayaran avYa O Tidak
Surat keterangan masih sekolah/kuliah 0 Ya O Tidak
Surat pindah G Ya o Tidak
Surat Kematian O Ya D Tidak

* = dapat ditambahkan sesuai kebutuhan

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap

NIP
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3.15. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi DokumenSPP LS Barang
dan Jasa | |

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Pengadaan Barang dan Jasa
Nomor : '

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS BARANG DAN JASA

No Dokumen Ada dan Absah

1. |SPPLS v OYa O Tidak
2. | Surat permohonan pencairan LS kepada PA 0 Ya 0O Tidak
3. | Surat permohonan uang muka 0 Ya o Tidak
4. |Rincian permohonan uang muka 0 Ya O Tidak
5. | Dokumen kontrak . 0 Ya o Tidak
6. | Surat Perintah Kerja (SPK) O Ya O Tidak
7. | Surat permohonan pemeriksaan 0 Ya O Tidak
8. | Berita acara hasil pemeriksaan G Ya D Tidak
9. | Berita acara kemajuan pekerjaan 0 Ya O Tidak
10. | Berita acara penyelesaian pekerjaan aYa 0 Tidak
11. | Berita acara serah terima barang dan jasa 0Ya o Tidak
12. | Berita acara pembayaran 0 Ya O Tidak
13. | Surat jaminan bank 0 Ya o Tidak
14. | Surat referensi/keterangan bank 0 Ya o Tidak
15. al:;rfgré :slr(ngzligggan dari bank yang sama aYa 0 Tidak

surat pernyataan kesanggupan dari pihak
. | an/rskanen untlemeryelesalan plogusn | gy, | o moa
kontrak

17. | Foto kegiatan/ pekerjaan 0O Ya O Tidak
18. | Laporan pekerjaan (sesuai kontrak) OYa 0O Tidak
19. | Rekening koran ditandatangani PPKom* 0 Ya O Tidak
20. | ID billing pajak 0 Ya o Tidak
21. | Faktur Pajak 0Ya o Tidak

* = fotocopy lembar yang memuat nama dan nomor rekening

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP
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3.16. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS Pihak Ketiga Lainnya

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP
Pengajuan SPM LS Pihak Ketiga Lainnya ~ Hibah
NOMOT @ iiiniiiiiiiiiiinienas :

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS PIHAK KETIGA LAINNYA

HIBAH

No Dokumen Ada dan Absah

1. |SPPLS O Ya D Tidak
2. |Surat permohonan dari penerima hibah 0 Ya 0 Tidak

Keputusan Bupati tentang daftar penerima .

3 Hibah dan Besaran Hibah 0 Ya 0 Tidak
4. INPHD , 0 Ya O Tidak
5. [Kuitansi D Ya o Tidak
6. |Rencana Penggunaan Dana O Ya 0 Tidak
7 Surat permohonan pencairan hibah dari avYa O Tidak

enerima hibah :
8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTJM) penerima hibah 0Ya | 0Tdak
0. Fotocopy re.kenmg yang telah dilegalisir oleh aYa O Tidak
bank terkait
Surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala
10. | Desa untuk penerima hibah dalam bentuk O Ya 0O Tidak

badan dan lembaga
Surat keterangan/ pengesahan/ penetapan

11.
‘Surat pengesahan berbadan hukum Indonesia | |
dari Kementerian yang membidangi urusan
hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan| 0O Ya 0O Tidak
ketentuan peraturan perundang-undangan,
‘Surat keterangan terdaftar/ pengesahan/ | |
penetapan untuk badan dan lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)

Surat keterangan terdaftar dari instansi
terkait

0 Ya O Tidak

12. o Ya 0 Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP
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Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Honor

3.17. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS Honor

(0] 05 e} o S
CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS HONOR

No Dokumen Ada dan Absah

1. [SPPLS 0 Ya 0 Tidak
2. gi{ﬁlfligﬁl %gai?;agépsr?rat Tugas/ Surat OYa | oTidak
3. | Gitandatangani Bendahara dan Kepala Skpp_| 0 Y2 | O Tidak
4. | Daftar Hadir 0 Ya O Tidak
5. | Rekapitulasi Honor/Tunjangan 0Ya 0 Tidak
6. | Rekening koran ditandatangani PPKom O Ya 0 Tidak
7. | ID billing pajak 0O Ya D Tidak
8. | Dokumen pendukung lainnya 0 Ya O Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap

NIP




http:\\jdih.pemalangkab.go.id
-116 -

Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA
1 Ketentuan Umum
Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan
sejumlah uang dari RKUD berddsarkan SPM yang diterima dari PA/KPA.
Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional
mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan

pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang

2 Ketentuan Pelaksanaan
a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat
Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan
verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;
2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;
3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan pengajuan SPM; \
4) Menguji kebenaran perhitungan aritmatikaterhadap tagihan atas
beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA
apabila:
1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
PA/KPA;
2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak
tersedia. | |
c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam
proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM
paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam
SP2D.
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3 Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai berikut:
3.1. SP2D-UP

FORMA'T SP2D . UP

KABUPATEN PEMALANG SURAT PERINTAH FENCAIRAN DANA {EP2D)

MOeROE > oivv e

Nomor 5P H Durl T BUD fKusss PUD
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3.2. SP2D-GU
FORMAT SP2D - GU
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3.3. SP2D-TU
FORMAT SP2D - TU
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3.4. SP2D-LS
FORMAT SP2D - LS
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R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

1

Ketentuan Umum N .
Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluara’n/
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus nielakukari pengendalian atas
pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangan_nya.

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu memuat informabsi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik,
Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menggunakan buku-buku sebagai berikut:

a. Buku Kas Umum

Buku Pembantu Bank

i

Buku Pembantu Kas Tunai
Buku Pembantu Pajak
Buku Pembantu Panjar

™~ 0 o0

Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja

Pencatatan buku-bﬁku di atas bersumber pada data, antara lain:
a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap

b. SPP UP/GU/TU/LS

c. SPM UP/GU/TU/LS

d. SP2D *

e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

2 Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut: |

1) Penerimaan Uang Persediaan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D
UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada
Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas
Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang
tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

2) Pelimpahan Uang Persediaan
Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Péngeluaran

Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku
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Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP

yang dilimpahkan.

Pergeseran Uang Persediaan

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di

bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi

pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi
penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.

Pembayaran belanja oleh Bendahara

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan

bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK maupun pembayaran

langsung Bendahara Pengeluaran/Bendahara Perigeluaran

Pembantu kepada pada pihak ketiga, dilakukan pembukuan

dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku

Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran,

dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom

UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.

Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti

pengeluaran uang/bukti lainnya vyang sah, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu mencatat

pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK

di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada

sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas

penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran

dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi

pengeluaran.

a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari
PPTK, Bendahara - Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku
Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang

dikembalikan.
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b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di
Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada

sisi péngeluaran sebesar yang dibayarkan.

7) Belanja melalui LS

Bendahara 'Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu

melaksanakan pembukli'an pembayaran belanja melalui LS

dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan

sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada

Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja

LS sebesar jumlah belanja bruto.

8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak

a)

b)

Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu fnencatat
pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak
di sisi penerimaan. ,

Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di

sisi pengeluaran.

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara

Pemeriksaan Kas.

3 Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain

sebagai berikut:
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3.1. Register SPP-SPM-SP2D
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. Buku Pembantu Bank
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3.5. Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
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3.7. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek
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S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARAN

1

Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban

atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:
1) LPJ Penggunaan UP

a)

b)

c)

d)

LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada
setiap pengajuan GU.

LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-
SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan
SPP-GU.

Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan
secarakhusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU),
sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan
lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana
UP ke RKUD. |

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a)

b)

c)

Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan
untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada
waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap
LPJpenggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

3) Pertanggungjawaban Administratif
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Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh

Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Pertanggungjawaban  administratif = berupa LPJ yang

menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu

anggaran secara kumulatif dan/atau per sub kegiatan yang

dilampiri: | |

(1) BKU;

(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan

(3) LPJ .Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu A

Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif

disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan

wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

4) Pertanggungjawaban Fungsional

a)

b)

d)

Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaifan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya. "

Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan
konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dilampiri: |

(1) Laporan penutupan kas;‘dan

(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Pertanggdngjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluafan kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat
persetujuan PA.

Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
fungsional disampaikan paling lambat tdnggal 10 bulan

Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP

2 Ketentuan Pelaksanaan

a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP

1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan

LPJ penggunaan UP.

2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran

pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan

sah.
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(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses belanja dan pengeluaran kas

3) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran.

4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka
PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan
LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

5) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara Yang sudah
diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

d. Pertanggungjawaban Fungsional

1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD
untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2} PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk
persetujuan.

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.

b) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan
UPyang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c¢) LPJ-limpahan UP  disampaikan kepada  Bendahara
Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara
Pengeluaran.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai
suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang

ditentukan sejak TU diterima.




http:\\jdih.pemalangkahb.go.id

3)

4)

S)

- 131 -

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait
(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses belanja dan pengeluaran kas
Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran. '
Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka
PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan
LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.
Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah

diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

d. Pertanggungjawaban Fungsional

1)

2)

Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD
untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk

persetujuan.

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

1)

2)

Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.

b) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan
UPyang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c¢) LPJ-limpahan UP  disampaikan kepada  Bendahara
Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara
Pengeluaran.

Pertanggungjawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan

,f""tglehBendghai'a Pengeluaran Pembantu setelah TU yang

\h&iﬁé‘iaghya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai

suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang

ditentukan sejak TU diterima.
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b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

¢) PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

3) LPJ

a) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada
Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal S bulan
berikutnya, dilampiri: '

(1) BKU; dan
(2) Laporan penutupan kas.

b) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
sebelum  ditandatangani KPA  untuk  mendapatkan
persetujuan.

3 Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen  penyampaian laporan  pertanggungjawaban

bendahara pengeluaran antara lain sebagai berikut:
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3.1. LPJ-UP
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3.2. LPJ-TU

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
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3.3. Laporan Penutupan Kas

LAPORAH PENUTUPAN KAS
(311225, LA—

Kepada 'fth,

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peratwan GubemusfBupatifWalikota —_
[ Tahun..._mengenai  Sistern  dan  Frosedur Pengelolaan
Keuangan Daersh, bersama ini kami samipsiksn leporzn Penutupan Xas
Bulsnan yang t2rdap:r di Bendahara Pengeiuardn SKPDae, o adalan
sejumiah Rpe . dengan perindan sebagal berfkut:

A. Kag i Bendahara Pengeluaran
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3.5. SPJ Fungsional

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
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T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN | |
1. Ketentuan Umum

a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran perjanjian/kontrak/ perikatan
lainnya sesuaiatas ikatan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun
anggaran dapat terjadi akibat: _ |
1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah

diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;

2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturaﬁ perundang-undangan yang | mengatur mengenai
pengadaan barang dan jasa; |

3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia
barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai
peraturan perundang-undangan | |

4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan
pengadilan yang bersifat tetap.

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap
pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan,
pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: |
1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan.

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPDsebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan- peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah
melakukan tahapan sebagai berikut:

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;
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2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, Kkegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan;

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembayaran.

d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali
Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk
keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-
undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan
untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi
bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna
barang dan jasa;

2) Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai
peraturan perundang-undangan;

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan.

5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPDsebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah
melakukan tahapan sebagai berikut: -

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah
daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening

berkenaan.
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4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan
yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih
dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk
menganggarkan dalam perubahan perkada tenfang penjabaran APBD;

h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui

tahun anggaran diatur dalam peraturan Bupati.

U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT
1.

Ketentuan Umum
Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan
dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang
bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
berkenaan.

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja

yang bersifat wajib dan mengikat adalah:

a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati
menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud
di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum
DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa
menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan Bupati

tentang belanja wajib dan mengikat.
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b. Tidak tertutup ‘kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing
SKPD dalam satu daerah berbeda-be}da.v Misalnya Dinaé Pendidikan
Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang
sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan
SPD diberikan i)er triwulan. » o |

c. Pembayaran atas beban APBD dapat 'dilakuka‘nv ,bberdasarkan SPD,
atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipérsé.makan dengan SPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksainéan anggaran untuk belanja yahg sifatnya wajib dan

mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan

b. Dalam hal dokumen belum siap.

V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK
Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih ° déri 1 (satu) tahu'n} anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun Jamak.
Mengacu pada Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat
tahun jamak sebagai berikut: '
a. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah
b. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas 'persetujuan
bersama antara Bupati dan DPRD.
c. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
d. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD) tahun
jamak sekurang-kurangnya memuat:
1) nama sub kegiatan;
2) jangka waktu peiaksanaan sub kegiatan;
3) jumlah anggaran; dan
4) alokasi anggaran per tahun.
e. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:
1) Pekerjaan Konsfruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output
yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;

atau

b
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2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman
benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/ ildaxfa, makanan
dan obat di rumah sakit, " layanan pembangunan sampah dan
pengadaan jasa cleaning service. | | ‘

3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa
jabatan Bupati; | IR o |

4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati berakhir
sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud

dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 154

sampai dengan Pasal 156 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan

penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: | '

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah.

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan peruhdang—undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya digunakan dalam
tahun anggaran be-rj alan untuk: |
1) menutupi defisit anggaran;

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;

3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya
kebijakan Pemerintah; |

6) mendanai progrélm, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia
anggarannya; dan/atau

7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan

dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan,

h



http:\\jdih.pemalangkah.go.id

- 143 -

yang dapat disélesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. |
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan
sesuai peruntukannya.
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan
yang bersangkutan mencukupi.
Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan
digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan
sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
pembentukan Dana Cadangan.
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa
BUD atas persetujﬁan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiéyaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran

Bendahara Pengeluaran melakukan pehcatatan }atas pemindahbukuan
dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).

. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

melalui RKUD.

. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan

Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD

untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas
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atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi
penerimaan. |

Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang ataiu menerima manfaat yang bernilai
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali, yang bersumber dari: |

1) pemerintah pusat;

2) pemerintah daerah lain;

3) lembaga keuangan bank;

4) lembaga keuangan bukan bank; dan

S) masyarakat.

. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah

pusat dilaksanakan melalui:

1) pembayaran langsung;

2) rekening khusus;

3) pemindahbukuan ke RKUD;

4) letter of credit; dan

S) pembiayaan péndahuluan.

Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku
Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa
BUD pada sisi penerimaan.

Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati
dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. |
Penatausahaan Peherimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secéra

elektronik.

X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan

Daerah adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.
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Daiam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai
dengan} ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

rekening Dana Cadangan. '

Pemindah bukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas

persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD

berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
kepala SKPKD;

2) menguji kebenaran perhitungan aritmatika pengeluaran Pembiayaan
yang tercantum dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

Terhadap pcnerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penenmaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran
pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau

sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.

. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri

untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam
bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko
rendah.
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e. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana
Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana
Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

f. Bunga Dana Cadahgan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan
Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai
indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

g. Penggunaan Danav Cadangan Hanya untuk melaksanakan satu sub
kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah
ditetapkan. |

h. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/
daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan
daerah tentang penyertaan modal.

i. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk
investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak
kepemilikan.

j- Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara.

k. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang
dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan
2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

l. Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas
penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan.

m. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil
bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan. A

n. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

o. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan antara lain: |

1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan;

2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD. L
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p. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

q. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan
surplus.

r. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian
pemberian pinjaman/pemberian utang.

s. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

t. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada
perjanjian utang/ obligasi daerah.

u. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan
melalui RKUD.

v. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

w. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam
Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

x. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

y. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.
BUPATI PEMALANG,
cap
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya MUKTI AGUNG WIBOWO
KEPALA BAGIAN. HUKUM

SETDA KABUPATEN PEMALANG
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. Pejabat Pengelola BLUD

1. Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :
a. Pemimpin;
b. Pejabat keuangan; dan
c. Pejabat teknis.

2. Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

3. Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

4. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada
Pemimpin BLUD.

5. Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan Kuasa Pengguna Anggaran
pada SKPD.

B. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

1. BLUD menyusun DPA berdasarkan Perda tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk diagjukan kepada
PPKD untuk disahkan TAPD sesuai ketentuan.

2. DPA yang telah disahkan oleh TAPD dilampiri RBA menjadi dasar
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

3. Pelaksanaan ainggaran dilakukan secara berkala sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran
kas dalam DPA, dan memperhitungkan:

a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran;

4. DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian
kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan
BLUD.



4.
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C. Rekening Kas BLUD.
1.

Pimpinan BLUD dapat membuka rekening kas BLUD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Rekening Kas BLUD digunakan untuk menyimpan dan menampung
seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber
dari pendapatan BLUD.

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :

a. perencanaan penerimaanhdan pengeluaran kas;

b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;

d

. pembayaran;

o

perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;

dan

f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan.

Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke

rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan

BLUD.

D. Penatausahaan BLUD
1.

Pemimpin BLUD menyusun kebijakan penatausahaan keuangan
BLUD untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud didasarkan pada
prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada PPKD.

Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan. |

Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan
pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan
BLUD kepada PPKD melalui kepala SKPD.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada nomor 5,Kepala
SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan BLUD untuk disampaikan kepada PPKD

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dilampiri surat
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pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh
pemimpin BLUD. |
7. Berdasarkan Surat Permintaan ‘Pengesahan Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan BLUD se‘bagaimana dimaksud pada nomor -6,
PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD.
8. Format dokumen: |
a. Surat Permintaan Pen'gesahan Pendapatan, Bélanja dan
Pembiayaan BLUD; |
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
c. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD;
d. Surat Keterangan Perbaikan/Ralat Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
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FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN BLUD, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK, dan SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN BLUD

 SKPD....
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD

Tanggal: Nomor:

Bendahara Umum Daerah, Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang

Agar mengesahkan pendapatan dan/atau belanja sejumlah

1. Saldo Awal Rp covirivinenenn.
2. Pendapatan Rp ericrrnennnn,
3. Belanja Rp correriennnneee
4, Saldo Akhir Rp e
Untuk Periode ......oveviuiiniineenienirineinneneiiieniereenennenns
Tahun..............
BELANJA PENDAPATAN

Akun Jumlah Uang Akun Jumlah Uang

Jumlah Belanja Jumlah Pendapatan

Kepada : Bendahara Umum Daerah untuk dibukukan seperlunya

Yaitu: Pengesahan Pendapatan dan/atau Belanja BLUD bulan......... Tahun Anggaran....

Pemalang, tanggal seperti di atas
Pejabat Penandatangan SPM

...................................

1
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :xxxx/SPTJM/kodeSKPD/bulan/tahun

Nama SKPD BLUD  : ...coiviiiiveiienens
Kode SKPD BLUD D erreeriieeeea
Nomor/Tanggal DPA : ...cociiiiiiinnvnnens
Kegiatan D ereriieeereeeeeae,
Output D ereeesenireniieseeacans
Periode SP3B BLUD : ....ccccovivveninnnnnens
Tahun Anggaran D rrrereereeeanrreeneenis

N R WN -

Yang bertandatangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran/Pimpinan

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas “segala realisasi
pendapatan yang telah diterima dan/atau belanja yang telah dibayar kepada
yang berhak menerima, yang sumber dananya berasal dari pendapatan yang
digunakan langsung oleh BLUD pada bulan ...... Tahun Anggaran
sebagaimana yang tercantum dalam SP3B BLUD Nomor ....... Tanggal ...... ”
Dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA PENDAPATAN
Akun Jumlah Uang Akun Jumlah Uang

Jumlah Belanja Jumlah
Pendapatan

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan
yang berlaku untuk kelengkapan -administrasi dan keperluan pemeriksaan
aparat pengawas fungsional.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian Negara akibat terbitnya SP3B BLUD
ini, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian Negara
dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemalang, ......ccccccevvuenenn,
Pimpinan BLUD

oooooooooooooooooooooooooooooo
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD

Nomor SP3B BLUD : BPKAD KABUPATEN PEMALANG

Tanggal : Tanggal T

SKPD : Nomor :
TahunAnggaran :

Telah disahkan pendapatan dan/atau belanja BLUD sejumlah :

Saldo Awal Rp.............
Pendapatan Rp.............
Belanja Rp..............
Saldo Akhir Rp...c..ceeeen.

Yaitu : Pengesahan Pendapatan dan/atau Belanja BLUD bulan ......... Tahun
Anggaran ....

Pemalang,....tanggal.............
An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Kepala Bidang Perbendaharaan

.................................
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SURAT KETERANGAN RALAT
(Penjeiasan Penyebab Terjadinya Kesalahan pada SP3BP-BLUD)

1. Nama SKPD D reenrererecai e
2. Tanggal No. DPABLUD : ....ccccoovimiviinciiinnnnns
3. Periode SP3B BLUD D rereeereneenreniaasanraerns
4. Tahun Anggaran L ereeeereecieeeeesirenianeneas

Yang bertandatangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin

BLUD.......iiiice, menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa
terdapat kesalahan pada SP3B BLUD Nomor.......... Tanggal ....... , yang telah
diterbitkan SP2B BLUD Nomor ............ Tanggal......... , sehingga diralat dengan
SP3B BLUD Nomor....... Tanggal.........

Adapun penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada SP3B BLUD tersebut
diatas adalah sebagai berikut:

No. Uraian Keterangan Ralat

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemalang,..........c..........
Kepala SKPD/Pemimpin BLUD

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd
MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

Ul —
SRI SUBYAKTO, SH, MSi
embifa Tingkat I
NIP. 19 18 199203 1 006




